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Abstrak
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu sumber pendapatan 
daerah. Pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah diawali dengan perumusan kebijakan yang dituangkan 
dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui implementasi UU NO. 8 Tahun 2010 serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi untuk 
meningkatkan PAD Kabupaten Jombang. Kesimpulan penelitian adalah Implementasi Perda No. 8 tahun 2010 
tentang Pengalihan BPHTB, berhasil mencapai tujuannya yaitu meningkatkan PAD di Kabupaten Jombang. 
Peneliti berharap selanjutnya Pemerintah Kabupaten Jombang lebih menekankan lagi Peraturan Daerah 
BPHTB dan membuat kebijakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan yang ada. 
Kata kunci: BPHTB, PBB, Pajak dan Retribusi Daerah
Abstract
Regional autonomy has broad implications on the regional authority to explore and manage local revenue 
sources. Tax on Acquisition of Land and Building (BPHTB) is one source of local revenue. The BPHTB diversion 
becomes the local tax started by the policies formulation that set forth in Law No. 28, 2009 on Taxes and 
Retribution Regional. This study aims to determine the implementation of Law NO. 8 of 2010 on BPHTB to 
increase Jombang district PAD and determine the factors that affect the implementation of Law NO. 8 of 2010 on 
BPHTB, to improve Jombang district PAD. The conclusion of the study is the implementation of Regulation No. 8, 
2010 on BPHTB diversion, succeeded in achieving its goal of increasing PAD in Jombang. The researchers hope 
to the Jombang District Government to emphasizes again the BPHTB Regional Regulation and create taxpayers 
policies for anyone violate the rules
Keywords:  Tax on Acquisition of Land and Building, Taxes and Retribution Regional 
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1.  PENDAHULUAN 
Otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada 
daerah menuntut pemerintah daerah membentuk badan yang mempunyai tugas untuk mengelola keuangan daerah 
dan kekayaan daerah. Kabupaten Jombang sebagai daerah otonom juga memiliki badan yang berfungsi mengelola 
keuangan dan kekayaan daerah yaitu dengan membentuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset 
Daerah (DPPKAD) Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin 
oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. 
DPPKAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah darah di bidang pengelolaan 
keuangan dan kekayaan daerah. Dalam menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud, DPPKAD Kabupaten 
Jombang mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah 
dan pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.
Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pajak pusat menjadi pajak daerah, 
merupakan langkah strategis dalam dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Kebijakan pengalihan 
BPHTB ini ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor  28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi 
Daerah pada tanggal 15 September 2009 dan Perda No. 8 tahun 2010. Masa transisi pengalihan BPHTB menjadi 
pajak daerah berlangsung selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang 
efektif berlaku menjadi pajak daerah paling lambat pada tanggal 1 januari 2011, namun bagi daerah yang sudah 
siap melakukan pemungutan BPHTB sebelum 1 januari 2011 diperbolehkan dengan ketentuan memiliki dasar 
hukum untuk memungut BPHTB. 
Selama proses pengalihan tersebut Pemerintah Pusat memerintahkan kepada tiap-tiap daerah Kabupaten/
Kota untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, serta kebijakan yang 
mendukung terlaksananya kebijakan pengalihan BPHTB. Kebijakan pengalihan BPHTB sebagai pajak daerah 
didasarkan pada pemikiran bahwa BPHTB dianggap memenuhi kriteria sebagai pajak daerah yang baik, dapat 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan akuntabilitas daerah (local accountability), serta 
berdasarkan praktik internasional (internationally good practice). Kabupaten Jombang sebagai daerah otonom 
harus benar-benar mampu mengelola sumber penerimaan daerah terutama pendapatan asli daerahnya khusunya 
retrebusi dan pajak daerah karena peranan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jombang memang sangat 
besar dalam kontribusinya terhadap pelaksanaan otonomi daerah penarikan pajak, retribusi, dan peranan BUMD 
harus benar-benar memberikan kontra prestasi langsung kepada masyarakat pengguna jasa. Potensi penerimaan 
daerah di Kabupaten Jombang sebenarnya sangatlah banyak, wilayah di kabupaten Jombang terdapat banyak 
perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.
Tumbuh dan berkembangnya kawasan ekonomi bisa dijadikan salah satu sumber PAD, hal tersebut 
berhubungan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Apa lagi di bagian lain wilayah Kabupaten Jombang, juga 
terdapat pusat pertokoan yang tentu saja terdapat area parkir bagi kendaraan, namun dengan kondisi wilayah 
ekonomi seperti yang tersebut di atas apakah bisa menjadikan PAD sebagai sumber utama bagi pendapatan 
daerah di kabupaten Jombang juga memiliki juga memiliki potensi yang lain seperti tempat wisata.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan pokok masalah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut:
1.   Bagaimana Implementasi UU NO. 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 
(BPHTB) untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang?
2.   Faktor apa yang mempengaruhi Implementasi UU NO. 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
Dan Bangunan (BPHTB), untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang?
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2.  KAJIAN TEORITIS 
Kebijakan pengalihan BPHTB ini ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor  28 Tahun 2009 
tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada tanggal 15 September 2009 dan Perda No. 8 tahun 2010. Masa transisi 
pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah berlangsung selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 yang efektif berlaku menjadi pajak daerah paling lambat pada tanggal 1 januari 2011, namun 
bagi daerah yang sudah siap melakukan pemungutan BPHTB sebelum 1 januari 2011 diperbolehkan dengan 
ketentuan memiliki dasar hukum untuk memungut BPHTB. 
2.1.  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
Berbicara mengenai BPHTB sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan. “Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang 
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak.” Sedangkan 
“Perolehan 6  hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 
diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan”.  DPP / Dasar pengenaan Pajak 
BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Bajak atau disingkat menjadi NPOP. NPOP dapat berbentuk harga transaksi 
dan nilai pasar. Jika nilai NPOP tidak diketahui atau lebih kecil dari NJOP PBB, maka NJOP PBB dapat dipakai 
sebagai dasar pengenaan pajak BPHTB. BPHTB yaitu pajak yang harus dibayar akibat perolehan hak atas tanah 
dan bangunan meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah 
susun dan hak pengelolaan
2.2.  Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sumber-sumber Penerimaan Daerah untuk melaksanakan azas desentralisasi terdiri atas Pendapatan 
Daerah dan Pembiayaan (pasal 5 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004). Sedangkan Pendapatan Daerah itu 
sendiri bersumber dari: 1. Pendapatan Asli Daerah, 2. Dana perimbangan dan 3. Lain-lain Pendapatan
Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 yaitu:
1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari:
1) Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk 
pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang 
dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untu pengeluaran umum yang balas jasanya tidak 
langsung diberikan sedang pelaksanannya bisa dapat dipaksakan.
2) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran 
pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik 
pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat 
ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, 
tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak 
menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh 
pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan 
milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa 
dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, 
baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat 
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perusahaan dareah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, 
memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis 
pajak daerah, retribusli daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat 
yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi 
dalam kegitan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan 
daerah disuatu bidang tertentu
2.3.  Implementasi Kebijakan
Menurut Lineberry (1978) pengambilan kebijakan (policy-making) tidaklah berakhir pada saat kebijakan itu 
dikemukakan atau diusulkan, tetapi merupakan kontinuitas dari pembuatan kebijakan. Dengan demikian kebijakan 
hanyalah merupakan sebuah awal dan belum dapat dijadikan indikator dari keberhasilan pencapaian maksud dan 
tujuan. Proses yang jauh lebih esensial adalah pada tataran implementasi kebijakan yang ditetapkan. Kebijakan 
tidak lebih dari suatu perkiraan (forecasting) akan masa depan yang masih bersifat semu, abstrak, dan konseptual. 
Oleh karena itu, setelah dilahirkannya sebuah kebijakan maka kebijakan itu akan masuk pada tahap implementasi 
agar dapat diketahui sejauh mana keberhasilan pencapaian maksud dan tujuan. Namun ketika telah masuk di 
dalam tahapan implementasi dan terjadi interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan, barulah 
keberhasilan maupun ketidakberhasilan kebijakan akan diketahui.
Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip 
kalau tidak diimplementasikan). Oleh karenanya ditarik suatu kesimpulan bahwa implementasi merupakan unsur 
yang sangat penting sebagai kontinuitas dari munculnya suatu kebijakan. Setelah kebijakan diimplementasikan 
terhadap sekelompok objek kebijakan baik itu masyarakat maupun unit-unit organisasi, maka bermunculanlah 
dampak-dampak sebagai akibat dari kebijakan yang dimaksud. 
Irfan Islamy (2000:28) mengatakan bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan akan 
membawa dampak tertentu terhadap kelompok sasaran, baik yang positif (intended) maupun yang negatif 
(unintended). Untuk itu tinjauan efektifitas kebijakan, selain pencapaian tujuan harus diupayakan pua untuk 
meminimalisir ketidakpuasan (dissatisfaction) dari seluruh stakeholder. Dengan demikian deviasi dari kebijakan 
tidak terlampau jauh dan niscaya akan mencegah terjadinya konflik di masa yang akan datang
  
2.4.  Rerangka Konseptual
Reformasi Perpajakan daerah pada tahun 2009 yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 28 tahun 
2009 dan Perda No. 8 tahun 2010 yang telah berdasarkan peraturan yang lebih tinggi tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, membawa perubahan besar dalam pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) sebagai salah satu pajak properti di Indonesia. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
yang dipungut mulai 1 Juli 1998 (berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 1997) sebagai pajak pusat diubah 
menjadi pajak daerah dan menjadi salah satu jenis pajak kabupaten/kota.  Berdasarkan amanat Undang-Undang 
Nomor 28 tahun 2009 yang dibreakdown dalam Perda No. 8 tahun 2010 yang telah berdasarkan peraturan yang 
lebih tinggi, perubahan status Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pajak pusat menjadi 
pajak daerah ditetapkan mulai berlaku sejak tahun 2011. Satu konsekuensi mendasar untuk melaksanakan 
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah setiap pemerintah kabupaten/kota yang ingin 
memungut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai sumber penerimaan daerahnya harus 
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terlebih dahulu menetapkan peraturan daerah tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang 
menjadi dasar hukum pemungutannya. Tentunya agar dapat diimplementasikan dengan baik pemerintah daerah 
juga harus menetapkan aturan pelaksanaannya, mengingat hal-hal yang diatur dalam peraturan daerah umumnya 
adalah ketentuan pokok saja. Aturan pelaksanaan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk peraturan bupati atau 
peraturan walikota tentang ketentuan teknis pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 
Dalam penyusunan aturan pelaksanaan, satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengadaptasi aturan 
pelaksanaan Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam bentuk peraturan 
pemerintah, peraturan dan keputusan Menteri Keuangan, peraturan dan keputusan Direktur Jenderal Pajak, serta 
surat edaran Direktur Jenderal Pajak dalam pembuatan peraturan bupati/walikota tentang aturan pelaksanaan 
pemungutan (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) PBHTB. Apabila dikaitkan dengan salah satu fungsi 
pajak sebagai sumber penerimaan bagi negara (fungsi budgeter pajak) pemberlakuan BPHTB dilatar belakangi 
oleh pemikiran untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama penerimaan daerah, yang penting bagi 
penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini mendasarkan pemikiran bahwa 
subyek pajak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan mendapatkan keuntungan ekonomis dari pemilik 
suatu tanah dan bangunan sehingga dianggap wajar jika diwajibkan untuk menyerahkan sebagian nilai ekonomis 
yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran BPHTB.
Agar pelaksanaan Undang-Undang BPHTB dapat berlaku secara efektif maka diperlukan kepastian hukum 
dalam melaksanakan pemungutan BPHTB dalam meningkatkan PAD sehingga wajib pajak dan pejabat umum 
yang berwenang tidak melakukan penyimpangan dalam pemenuhan kewajiban pajak. Disamping itu ketentuan 
yang diatur dalam UU BPHTB tidak membahas secara mendalam tentang aturan hak perolehan hak atas tanah 
dan bangunan sehingga sangat diperlukan peran aktif  Direktorat Jenderal Pajak dengtan DPPKAD kabupaten 
Jombang untuk memasyarakatkan peraturan perpajakan dengan melakukan sosialiasasi perpajakan agar 
masyarakat dan para pejabat yang berkepentingan dapat memahami aturan pajak secara benar.
Pada dasarnya aturan pajak dapat berhasil dengan baik dan mencapai target penerimaan pajak, tidak 
terlepas dari cara pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan dengan baik dan juga meningkatkan sosialisasi 
perpajakan.
Berdasarkan kerangka teoritis dapat digambarkan sebagai berikut:
Kebijakan pengalihan BPHTB Undang-Undang Nomor  28 Tahun 2009 
tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada tanggal 15 September 2009 dan 
Perda No. 8 tahun 2010
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Gambar 1.
Rerangka Konseptual
Sumber: Data diolah 2016
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3.  METODE PENELITIAN
Objek penelitian berada di kabupetan Jombang dengan data sekunder berupa dokumen tertulis yang 
diperoleh dari arsip-arsip validasi atas pemungutan BPHTB yang ada di DPPKAD Kabupaten Jombang. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik convience sampling dikarenakan data yang 
diperlukan berupa data kualitatif melalui survey. Metode yang digunakan adalah model interaktif yang terdiri dari 
tiga alur kegiatan terjadi secara bersamaan setelah masa pengumpulan data, yaitu reduksi data, penyajian data 
dan Menarik kesimpulan/verifikasi
4.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah 
satu jenis pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah adalah BPHTB. Kebijakan pengalihan BPHTB menjadi 
pajak daerah dilakukan melalui suatu proses pembahasan rancangan undang-undang yang cukup panjang 
antara pemerintah dan dewan perwakilan rakyat. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor strategis serta 
kondisi daerah yang berbeda-beda, pemerintah dan dewan perwakilan rakyat akhirnya menyepakati pengalihan 
BPHTB menjadi pajak daerah dengan beberapa kondisi, antara lain: (1) pemungutan BPHTB dapat dilakukan 
oleh daerah secara optimal, dan (2) pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami penurunan. Dengan Masa 
transisi pengalihan BPHTB ditetapkan selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 dan 
mulai efektif menjadi pajak daerah pada tanggal 1 Januari 2011. Selama masa transisi, Pemerintah melakukan 
berbagai kegiatan untuk mempersiapkan daerah menerima pengalihan BPHTB dari pemerintah pusat. Dalam 
pelaksanaan pengalihan suatu jenis pajak, akan terdapat sejumlah kendala dan hambatan, terlebih-lebih apabila 
jenis pajak tersebut merupakan jenis pajak baru bagi daerah seperti BPHTB. Dalam proses pengalihan BPHTB, 
akan terdapat beberapa kendala, baik yang bersumber dari kekurangsiapan pemerintah pusat, kekurangsiapan 
pemerintah daerah, kondisi di lapangan, dan lain-lain. Kendala yang timbul perlu mendapat penanganan segera 
dan dicarikan pemecahannya untuk kelancaran pemungutan pajak daerah. Hampir seluruh instansi terkait, 
utamanya jajaran Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, memberikan kontribusi yang signifikan 
dalam memperlancar pemungutan BPHTB oleh daerah. Namun demikian, persiapan yang matang dan partisipasi 
aktif dari pemerintah daerah dalam mengimplementasikan UU Nomor 28 Tahun 2009 merupakan faktor penentu 
kelancaran pengalihan BPHTB menjadi pajak 15 daerah. Tinjauan pelaksanaan pengalihan BPHTB dari pajak 
pusat menjadi pajak daerah ditujukan untuk memperoleh gambaran mengenai proses pengaliihan BPHTB yang 
dilakukan oleh Indonesia dengan melihat kelemahan dan kebaikan dalam implementasiya. Untuk mencapai 
tujuan tersebut, dilakukan survai dan analisis berdasarkan fakta dan informasi serta data yang objektif sehingga 
dapat dilihat keberhasilan dan kekurangan dalam proses pengalihan BPHTB. Dari gambaran yang diperoleh 
dalam implementasi pengalihan BPHTB yang telah dilakukan, dapat diambil langkah-langkah lanjutan untuk lebih 
mengoptimalkan pemungutan BPHTB.
Hasil pemungutan BPHTB sekarang telah sah dan resmi menjadi pajak daerah, maka hasil dari pemungutan 
BPHTB merupakan penerimaan Daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan untuk membiaya 
pembangunan-pembangunan di Kabupaten Jombang. Hasil dari pemungutan BPHTB melebihi dari target yang 
telah ditentukan oleh DPPKAD Kabupaten Jombang. Dan Dengan adanya hasil pemungutan BPHTB sebagai pajak 
daerah, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jombang telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan 
dan pemungutan BPHTB lebih efektif dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang
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Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 
Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Jombang hampir selalu mengalami 
pertumbuhan. Rata-rata pertumbuhan pendapatan tertinggi ada pada komponen hasil retribusi daerah yang 
tumbuh sebesar 95,42%, diikuti oleh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tumbuh sebesar 93,76% dan dana 
PAD tumbuh sebesar 90,07%. Pertumbuhan yang cukup tinggi pada komponen hasil retribusi daerah selama kurun 
waktu empat tahun tersebut disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah. 
4.1.  Hubungan  BPHTB Terhadap peningkatan PAD Kabupaten Jombang 
Tabel 2.
Kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah
Ket Realisasi BPHTB Realisasi PAD %
2011      2,931,189,290.00  109,154,035,427.86 0,026
2012    5,997,262,530.00   124,799,217,856.05 0,048
2013    5,905,331,650.00   164,389,353,734.76 0,035
2014 9,361,321,066.00   185,091,678,239.59 0,050
2015 8,492,049,949.00 304,065,181,093.38 0,027
Sumber: DPPKAD, Tahun 2016
Kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2011 sampai dengan 2012 terus mengalami 
peningkatan secara signifikandari 0,026 menjadi 0,048, namun pada tahun 2013 kontribusi BPHTB mengalami 
penurunan dari pada sebesar 0,035. Penurunan ini terjadi karena sektor penerimaan PAD dari non pajak ada 
kenaikan misalkan dari sisi retribusi, kemudian naik lagi pada tahun 2014 menjadi 0,050. Tahun 2015 kontribusi 
penerimaan BPHTB mengalami penurunan dari 0,050 menjadi 0,027. Hal ini  terjadi karena selain dari penambahan 
pendapatan dari sisi pajak yang lain seperti diatas juga karena adanya penambahan sektor pajak lain yaitu 
pajak minerba (mineral batuan bukan logam) yang baru muncul ditahun 2015 sehingga sebenarnya PAD secara 
umumnya naik  tetapi nampak diprosentase BPHTB terkesan turun namun penambahan peritem pajak dari tahun 
ketahun mengalami kenaikan secara menyeluruh. 
Dari hasil target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diolah oleh DPPKAD Kabupaten Jombang, 
dapat diketahui bahwa kontribusi BPHTB terhadap dana bagi hasil sangat baik dan signifikan. Dengan adanya 
kontribusi tersebut, dapat dikatakan bahwa pemungutan BPHTB selama menjadi pajak daerah, hasilnya bisa lebih 
efektif.




Kontribusi BPHTB terhadap Dana Bagi Hasil 
KET Tahun2011 2012 2013 2014 2015
BPHTB 2,931,189,290.00 5,997,262,530.00 5,905,331,650.00 9,361,321,066.00 8,492,049,949.00
Dana Bagi 
Hasil 59,338,233,157.00 67,179,738,315.00 74,975,780,651.00 80,859,273,353.00 55,100,653,670.00 
Kontribusi 




0.049 0.089 0.078 0.11 0.15
Sumber: DPPKAD, Tahun 2016
4.2. Implementasi Perda NO. 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten  Jombang
Pusat perhatian yang pertama-tama dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan Perda Nomor 8 
Tahun 2010 yang dalam masa otonomi daerah ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur 
dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini berarti, idealnya pelaksanaan otonomi daerah harus mampu 
mengurangi ketergantungan secara keuangan terhadap pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri, yang 
salah satunya diindikasikan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal pembiayaan daerah 
yang sebelumnya cenderung membebani Dana Alokasi Umum (DAU) dimana dana tersebut bersumber dari APBN 
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan 
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.
Dengan dikeluarkannya regulasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan 
pembangunan di daerah, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara 
maksimal khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya 
melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan tentu saja dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
termasuk diantaranya adalah pajak daerah dalam hal ini kewenangan memungut dan mengelola BPHTB yang 
menjadi unsur PAD yang utama di Kota Jombang pada khususnya
Dalam pelaksanaan sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan tersebut diatas memang menemui 
berbagai macam kendala antara lain dimana wajib pajak tidak mengajukan permohonan yang dilampiri persyaratan 
yang lengkap seperti sket lokasi dan mengisi formulir/blangko BPHTB sesuai dengan harga perolehan dan keadaan 
yang sebenarnya, sehingga apabila menimbulkan kecurigaan seperti luas bangunan yang jauh lebih kecil daripada 
luas tanah perlu dilakukan cek lapangan, namun segala kendala dan persoalan yang terjadi tetap bisa terpecahkan.
5.  PENUTUP 
5.1.  Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan kesimpulan Implementasi Perda 
no. 8 tahun 2010 tentang BPHTB, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di DPPKAD Kab. 
Jombang)  adalah :
1. Sudah terdapat beberapa persiapan yang dilakukan dalam pelaksanaan BPHTB yang  beralih sistem, seperti 
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
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Bangunan, perlu disusun Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan salah satunya 
terdapat alur penerimaan dan pelayanan untuk pelaksanaan pembayaran BPHTB, syarat syarat yang harus 
dipersiapkan wajib pajak, juga beberapa persiapan lainnya yang dilakukan di DPPKAD. Tercatat selama periode 
pengamatan dalam Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan kabupaten Jombang Tahun 2011 sampai 
dengan 2012 mencapai peningkatan yang cukup signifikan. Dari yang dianggarkan 139.612.120.593,18 dengan 
realisasi 164.389.353.734,76 dengan keseluruhan PAD yang menjadi target Pemerintah Daerah. Dengan 
demikian PAD dengan adanya kontribusi BPHTB  menurut anggaran adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 
dan target yang dapat dicapai adalah sebesar Rp. 5.997.262.530,00 sehingga bisa dikatakan bahwa BPHTB 
berhasil menyumbang hampir setengah dari total PAD yaitu 49,13% karena kesiapan dari DPPKAD kabupaten 
Jombang yang terus menjadi fokus utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak 
BPHTB.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi PERDA No. 8 Tahun 2010 Tentang Pengalihan Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di 
DPPKAD Kab. Jombang)   adalah :
a. Karena masih kurangnya komunikasi antara pihak DPPKAD dengan masyarakat yang tinggal di pedesaan, 
sehingga masih banyak transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan yang belum dilaporkan oleh 
masyarakat.
b. Masih adanya masyarakat yang melaporkan kewajiban perpajakannya tidak seperti yang seharusnya, 
masyarakat memanipulasi harga jual tanah dan atau bangunan agar pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan yang dibayarkan kecil. 
5.2.  Saran
1. Legalitas dan transparansi dari proses pengalihan pajak BPHTB hendaknya harus disosialisasikan dengan 
lebih  jelas dan terarah sehingga mudahkan pemahaman dari masyarakat pembayar pajak BPHTB.
2. Kebijakan mengenai pajak BPHTB yang dibuat oleh Pemerintah Daerah harus didasarkan tidak hanya untuk 
meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga bermanfaat untuk masyarakat secara luas.
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